
 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  

DI AMBON   

NOMOR HK.02.02.6B.12.25.247 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  

DI AMBON  TAHUN 2025-2029 

 

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  

DI AMBON   

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana 

Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-

2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas 

Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Strategis 

Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon Tahun 2025-

2029; 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664); 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 19); 

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang 

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 114); 

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39); 

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 

Tahun 2025 tentang Rencana Strategis  Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763); 

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN  DI AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS  

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 

2025-2029. 

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai 

Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2025-2029 
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yang selanjutnya disebut Balai Pengawas Obat dan Makanan 

Di Ambon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon 

memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon untuk 

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon 

sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi 

sebagai: 

a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon 

dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan 

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan 

Di Ambon. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Ambon 

pada tanggal : 05Desember  2025 

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan  

Di Ambon 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sehingga penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) 2025 - 2029 Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di Ambon dapat diselesaikan. 

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang 

Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Menteri/Pimpinan mempunyai tugas antara lain 

menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis 

(RENSTRA) yang dipimpinnya. 

Satuan kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di 

Ambon merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Badan 

Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan 

perencanaan kegiatan dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan 

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025 – 2029 Balai Pengawas 

Obat dan Makanan di Ambon.  

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025 – 2029 ini mengacu 

kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2025 – 2029. Informasi dan data yang disajikan dalam Rencana 

Strategis (RENSTRA) periode 2025 – 2029 pada Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di Ambon telah disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para 

pengguna laporan, selain sebagai sarana untuk meningkatkan 
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akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan dan 

keuangan negara pada Balai POM di Ambon. 

 
Kepala Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di Ambon, 

 

 
 
 
 

Tamran Ismail, S.Si, MP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Kondisi Umum 

 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar 

Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi 

masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi 

strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui 

evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya 

melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan 

konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar. 

 
Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT dari BPOM Berdasarkan Pasal 

3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, mempunyai tugas melaksanakan 

tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada 

wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. Adapun fungsi dari Balai POM di Ambon adalah 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan 

fasilitas pelayanan kefarmasian; 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan; 
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e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan; 

i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

 
Dalam hal wilayah pengawasan, Maluku sebagai Provinsi terdiri dari 11 

kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan 

jumlah penduduk 1.945.648 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima enam 

ratus empat puluh delapan) jiwa (Data BPS 2024). Sebagai provinsi 

kepulauan, Maluku memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km2, yang terdiri 

terdiri dari luas lautan 658.294,69 km2 dan luas daratan 54.185 km2, dengan 

kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan. Maluku merupakan 

provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa 

pulau yang rata – rata menggunakan transportasi laut (2 - 48) jam. Wilayah 

yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-
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macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat 

penting karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang 

berhubungan dengan obat dan makanan. Dengan luasnya cakupan wilayah 

pengawasan, pada tahun 2018 Balai POM di Ambon memutuskan untuk 

mengajukan pembukaan Loka POM di saumlaki di kepulauan tanimbar, 

Kemudian pada tahun 2021 loka POM tersebut resmi menjadi UPT Mandiri 

dengan nama Loka POM kepulauan Tanimbar. Untuk wilayah pengawasan 

Balai POM di Ambon pada Provinsi Maluku meliputi 9 Kabupaten / Kota yaitu: 

a. Kota Ambon 

b. Kota Tual 

c. Kabupaten Maluku Tengah 

d. Kabupaten Seram Bagian Barat 

e. Kabupaten Seram Bagian Timur 

f. Kabupaten Buru 

g. Kabupaten Buru Selatan 

h. Kabupaten. Maluku Tenggara 

i. Kabupaten Kepulauan Aru 

 

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh 

Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. 
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Gambar 1.1 Peta Provinsi Maluku 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di 

wilayah Prov Maluku, Balai POM Ambon melaksanakan pembagian tugas 

berdasarakan struktur organisasi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok 

Substansi yang dijabarkan sebagai berikut 

a. Subbagian Tata Usaha: mempunyai tugas melakukan koordinasi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan 

dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan 

pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, 

kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian: mempunyai tugas melakukan 

pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, 

Mikrobiologi dan Biomolekuler; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan: mempunyai tugas 

melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, 
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